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WALIKOTA TUAL 

PROVINSI MALUKU 
 

PERATURAN WALIKOTA KOTA TUAL 
NOMOR 17 TAHUN 2020 

 

TENTANG 
  

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 20 
TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR PERANGKAT DAERAH 

LINGKUP PEMERINTAH KOTA TUAL 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA TUAL,  
 

Menimbang  : a.  bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi 

pelaksanaan tugas pelayanan kepada masyarakat serta 

harmonisasi Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah 

pada Sekretariat Daerah Kota Tual, maka Peraturan 

Walikota Tual Nomor 20 Tahun 2016 tentang Struktur 

Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Tual      

perlu diubah; 

b.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan 

Walikota Tual tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 

Walikota Tual Nomor 20 Tahun 2016 tentang Struktur 

Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Tual; 

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara     

Kesatuan   Republik   Indonesia 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2007 tentang 

Pembentukan Kota Tual di Provinsi Maluku (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 97, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor 4747); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 

telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 2          

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah 

Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang 

Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014    

Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 

Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas         

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
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4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah 

diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72      

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan 

Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia         

Tahun 2019 Nomor 1870, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 6402); 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah         

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015        

Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 

tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri    

Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk 

Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2018 Nomor 157); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2019 

tentang Pedoman Nomenklatur dan Unit Kerja 

Sekretariat Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota    

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019       

Nomor 970); 

8. Peraturan Daerah Kota Tual Nomor 2 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 

Kota Tual (Lembaran Daerah Kota Tual Tahun 2016 

Nomor 88, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tual 

Nomor 7096); 

 

MEMUTUSKAN : 

 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA 

ATAS PERATURAN WALIKOTA TUAL NOMOR 20    

TAHUN 2016 TENTANG STRUKTUR PERANGKAT 

DAERAH LINGKUP PEMERINTAH KOTA TUAL. 

 

Pasal 1 
 

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Walikota Tual Nomor 20 Tahun 2016 

tentang Struktur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Kota Tual 

sebagaimana telah diubah dengan  Peraturan Walikota Tual Nomor 09   

Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Tual Nomor 20 

Tahun 2016 tentang tentang Struktur Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah 

Kota Tual, diubah sebagai berikut : 
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1. Ketentuan Pasal 6 huruf c, d dan e diubah dan ditambahkan huruf h 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 
 

Pasal 6 
 

a. Sekretariat Daerah merupakan unsur staf, yang dipimpin oleh 

seorang Sekretaris Daerah yang berkedudukan dibawah Walikota dan 

bertanggung jawab kepada Walikota. 

b. Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan terhadap DPRD yang 

dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berkedudukan secara 

teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab       

kepada pimpinan DPRD dan secara adminsitratif bertanggung jawab 

kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; 

c. Inspektorat sebagai unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan 

Daerah dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh seorang 

Inspektur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab  

kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat 

pembinaan dari Sekretaris Daerah; 

d. Dinas Daerah sebagai unsur pelaksana Urusan Pemerintahan yang 

menjadi kewenangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dipimpin 

oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; 

e. Badan sebagai unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Daerah dalam melaksanakan tugasnya dipimpin oleh 

seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; 

f. Kecamatan dipimpin oleh seorang Camat yang berada dibawah dan 

bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; 

g. Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang Berkedudukan dibawah 

dan bertanggung jawab Kepada Walikota Melalui Camat; dan 

h. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai ASN yang 

mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas sesuai dengan 

keahlian dan kebutuhan. 

 

2. Ketentuan Pasal 9 Ayat (1) dan (2) diubah dan ditambahkan Ayat (3) 

sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 9 

 

(1) Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretaris Daerah dan Satuan Kerja 

Perangkat Daerah dalam satuan organisasi masing-masing wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi berjenjang 

secara vertikal dan horizontal. 

(2) Prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) secara vertikal dan horizontal baik dalam lingkup 

masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan 

Pemerintah Daerah serta instansi lain termasuk kelompok jabatan 

fungsional sesuai dengan tugas masing-masing. 

(3) Sekretaris Daerah bertanggungjawab memimpin, memberikan 

bimbingan, petunjuk, perintah, mengawasi pelaksanaan tugas 

bawahannya serta mengevaluasi kinerja. 
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3. Ketentuan Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat menjadi 6 (enam) ayat, 

sehingga berbunyi sebagai berikut : 

 
Pasal 10 

 
(1) Setiap satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah Kota Tual 

bertanggungjawab kepada Pimpinan Satuan Organisasi secara 

berjenjang. 
 

(2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Pemerintah           

Kota Tual, melaksanakan koordinasi dan pengawasan melekat dan 

apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang 

diperlukan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang 

berlaku. 
 

(3) Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintah 

Kota Tual bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinir 

bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk-petunjuk 

bagi pelaksanaan tugas dan pekerjaannya. 
 

(4) Setiap pimpinan organisasi wajib menyampaikan laporan berkala 

masing-masing tepat waktu kepada atasan. 
 

(5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari 

bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan 

laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan 

petunjuk kepada bawahan. 
 

(6) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan tembusan laporan 

wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara 

teknis maupun fungsional mempunyai hubungan kerja.  

 
4. Diantara Kententuan Pasal 10 dan Pasal 11, ditambahkan Satu Pasal 

yakni Pasal 10A sehingga berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 10A 

 
(1) Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau 

kerugian keuangan negara/ Daerah, Inspektorat melaksnaakan 

fungsi pengawasan untuk tujuan tertentu tanpa menunggu 

penugasan dari Walikota dan/atau Gubernur sebagai wakil 

Pemerintah Pusat. 
 

(2) Dalam hal pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) 

maupun pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan 

keuangan melalui audit, reviu, evaluas, pemantauan, dan kegiatan 

pengawasan lainnya terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang 

dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur wajib 

melaporkan kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat. 
 

5. Bagan susunan organisasi Sekretariat Daerah Tipe A dalam Lampiran I, 

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 

tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota Ini. 
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Pasal 2 

 
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tual. 

 
 

Ditetapkan di Tual 
pada tanggal 02 Juli 2020 

 

      WALIKOTA TUAL, 
 

ttd 
 
 

      ADAM RAHAYAAN 
 
 
Diundangkan di Tual 
pada tanggal  02 Juli 2020 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA TUAL, 
 

ttd 
 
 

AKHMAD YANI RENUAT 

 
BERITA DAERAH KOTA TUAL TAHUN 2020 NOMOR 353 



     LAMPIRAN      PERATURAN WALIKOTA TUAL

NOMOR 17 TAHUN 2020

TANGGAL 02 JUNI 2020

:

ttd

GARIS KOORDINASI

SUB BAGIAN PEMBINAAN 

DAN ADVOKASI 

PENGADAAN BARANG 

DAN JASA

SUB BAGIAN RUMAH 

TANGGA

SUB BAGIAN KINERJA 

DAN REFORMASI 

BIROKRASI

Keterangan : 

SUB BAGIAN EVALUASI DAN 

PELAPORAN

SUB BAGIAN 

OTONOMI DAERAH

SUB BAGIAN 

KESEJAHTERAAN 

MASYARAKAT

SUB BAGIAN 

DOKUMENTASI DAN 

INFORMASI

SUB BAGIAN 

EVALUASI 

KERJASAMA

SUB BAGIAN 

PERENCANAAN DAN 

PENGAWASAN 

EKONOMI MIKRO 

KECIL

SUB BAGIAN 

TATALAKSANA DAN 

PELAYANAN PUBLIK

SUB BAGIAN 

KOMUNIKASI PIMPINAN

SUB BAGIAN 

DOKUMENTASI 

PIMPINAN

ADAM RAHAYAAN

WALIKOTA TUAL,

SUB BAGIAN 

ADMINISTRASI 

KEWILAYAHAN

SUB BAGIAN 

KESEJAHTERAAN 

SOSIAL

SUB BAGIAN BANTUAN 

HUKUM 

BAGIAN HUKUM BAGIAN KERJASAMA

SUB BAGIAN 

FASILITASI 

KERJASAMA LUAR 

NEGERI

SUB BAGIAN 

PENGENDALIAN DAN 

DISTRIBUSI 

PEREKONOMIAN

SUB BAGIAN 

PENGELOLAAN LAYANAN 

PENGADAAN SECARA 

ELEKTRONIK

SUB BAGIAN 

PERLENGKAPAN

STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN DAN EKONOMI KERAKYATAN

BAGIAN TATA 

PEMERINTAHAN

BAGIAN 

KESEJAHTERAAN 

RAKYAT

SUB BAGIAN 

ADMINISTRASI 

PEMERINTAHAN

SUB BAGIAN BINA 

MENTAL SPIRITUAL

SUB BAGIAN 

PERUNDANG-UNDANGAN

SUB BAGIAN 

FASILITASI 

KERJASAMA DALAM 

NEGERI

SUB BAGIAN 

PEMBINAAN BUMD DAN 

BLUD

SUB BAGIAN 

PENGENDALIAN PROGRAM

SUB BAGIAN 

PENGELOLAAN 

PENGADAAN BARANG 

DAN JASA

BAGIAN ADMINISTRASI 

PEMBANGUNAN

BAGIAN PENGADAAN 

BARANG DAN JASA

SUB BAGIAN PENYUSUNAN 

PROGRAM

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
SEKRETARIAT DAERAH KOTA TUAL

STAF AHLI
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN  

KESEJAHTERAAN RAKYAT

ASISTEN PEREKONOMIAN DAN 

PEMBANGUNAN

ASISTEN ADMINISTRASI 

UMUM
STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN SOSIAL BUDAYA

STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA

JABATAN 

FUNGSIONAL
BAGIAN PROTOKOL 

DAN KOMUNIKASI 

PIMPINAN

BAGIAN 

PEREKONOMIAN 

SEKRETARIS DAERAH

WALIKOTA

WAKIL WALIKOTA

SUB BAGIAN 

PROTOKLER

BAGIAN UMUM BAGIAN ORGANISASI 

SUB BAGIAN TATA USAHA 

PIMPINAN, STAF AHLI DAN 

KEPEGAWAIAN

SUB BAGIAN 

KELEMABAGAAN DAN 

ANALISIS JABATAN
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